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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai 

dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai kedudukan Majelis Ulama 

Indonesia maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan: 

1. Majelis Ulama Indonesia  berada pada ranah kawasan infra struktur 

politik. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung 

kehidupan sosio-kultural masyarakat. Sedangkan dilihat dari  

kelembagaan, MUI dalam infra struktur berada dalam 

golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok 

kepentingan institusional (Interest Group Instittusional). Golongan 

Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan 

mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan 

tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat 

luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Artinya, fatwa 

MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang 

bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak 

mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga 

negara. 

2. Dalam keberadaannya, kedudukan MUI dijelaskan dalam siyasah 

dusturiyah.  Siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara 



91 

 

 

pemerintah dan lembaga untuk menangani urusan yang 

berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. MUI merupakan  

sebuah lembaga yang dibentuk  oleh sekumpulan ulama  untuk 

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh 

keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat  

serta memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian peran MUI 

sebagai pembantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah 

dalam Islam dapat diartikan sama dengan lembaga ifta’. Memberi 

fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada 

manusia. Dalam menghadapi persoalan seorang mufti harus benar-

benar mengetahui secara rinci kasus pertanyaan, 

mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, dan mengetahui 

tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut. Karenanya seseorang 

mufti harus mengetahui apa yang disampaikan itu dan harus orang 

yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan adil, baik dalam 

perkataannya maupun dalam perbuatannya. 

B. Saran  

1. Pemerintah seharusnya perlu adanya payung hukum yang menjelaskan 

tentang keberadaan Majelis Ulama Indonesia dan kedudukannya dalam 

negara. Dan pemerintah dapat bersikap tegas dalam setiap menyikapi 

fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI 
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2. Hendaknya para ulama memanfaatkan peranannya yang berada di 

tengah masyarakat dan pemerintah untuk dapat mewujudkan hubungan 

yang baik diantara keduanya serta mampu dalam membangun 

kesejahteraan negara dan masyarakat. 

 

 

 

 

 


